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I 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa pembinaan penatausahaan barang inventaris miliklkekayaan 
negara di lingkungan Departemen Kesehatan, perlu dila.ksanakan 

, secara kesinambungan; 

b .. bahwa dalam rangka pembinaan penatausahaan barang sebagaimana 
dimaksud pada butir 1 diatas, Duku Petunjuk Pelaba.naan 
Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan 
Departemen Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri 
Kesehatan Nomor : 640/Menkes/SK!Vl/1995 perlu diperbaiki agar 
diperoleh kemudahan dalam pelaksanaannya; 

c. bahwa dengan perubalum struktur organisasi dan tata kerja yang ada 
di Departcmen Kcschatan yang baru scsuai dcngan Surat Kcputusan 
Menteri Kesehatan Nomor : 1277/.Menkes/SK/XI/2001 maka Buku 
Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara 
di Lingk.'llgan Depattemen Kesehatan Nomor : 640/Menkes/S.K/Vl/ 
1995 tanggal22 Juni 1995 perlu disesuaikan dan disempumakan. 

1. Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Stbl. 1925 
Nomur : 448, s~bagaimana tdah uitambah dan uirubah ~rakh.ir 
dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1968; 

2. Keputusan Presiden Nomor : 42 tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negru·a; 

3. Instruksi Pr~siden RI Nomor : 3 tahun 1971 tanggal 30 Maret 1971 
tentang Inventarisasi barang-barang miliklkekayaan negara; 

4. Kcputusan Mcntcri Kcuangan RI Nomor : KEP-2251lvfi<!V/4/1971 
tanggal 13 April 1971 tentang Inventarisasi barang-barang. mi1ikl 
kekayaan negara; · 

5. Keputusan Mente1-i Keuangan Nomor : 18/I0...1K..018/1999 tanggal 
14 Januari 1999 tentang Klasi:flkasi dan Kodeflkasi Barang 
Inve.ntaris Milik/Kekayaan Negara. 
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6. Kcputusan Menteri Keuangan No. 01/K.M.12'2001 tanggal18 Mei 
2001 tentang Pedornan Kapitalisasi Barang Milik!Kekayaan Negara 
Dalam Sistern Akuntansi Perncrintah; 

7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1277/.Menkes/SK/XI/ 
2001 Organisasi dan Tata Keija Departemen Kesehatan RI; 

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 55611v1ENKES/SKNII 
2002 tentang Petubahan Rumusan Kedudukan Unit Pelahana 
Tcknis di Lingkungan Dcpartcmcn Kcl$chatan; 

9. Surat Edaran BAKUN Nomor : SE-01/AK/1995 tentang Tata Cara 
Penaksiran Nilai Tanah. 

10. Keputusan BAKUN Nomor : 09/AK/2002 tanggal 19 April 2002 
tentang Pedoman Al.'Utltansi B1.1KN. 

MEMUTUSKAN 

PETUNJUK TATA CARA PENATAUSAHAAN BARANG 
MILIK/ KEKAY AAN NEGARA DI LINGKUNGAN 
DEP ARTEMEN KESEHA.T AN REPUBLIK INDONESIA 

Pasall 

Berlakunya Buku Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milikl 
Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan R1, yan~ di 
susun oleh Tim Penyempurnaan Buku Petunjuk Pelaksanaan 
Penatausahaan Barang dan Buku Petunjuk Tata Cara Pelaksanaan 
Penghapusan Barang Milik!Kekayaan Negara di Lingkungan 
Departemen Kesehatan berdasarkan Surat Keputmsan 1v!enlti!i 
Kesehatan RI Nomor: HK..OO.SJ.SKlli.l625 tanggal29 Agustus 2002. 

l'asal2 

Unit Kerja dan atau Pejabat di Lingkungan Departemen Kesehatan 
dalam pelaksanaan penghapusan dan pemanfaatan barang milik/ 
kekayaan negara wajib menyeragamkanlmenyesuaikan dengan buku 
petunjuk ini. 
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Pasa13 

Dcngan bcrlakunya kcputusan ini rnaka Surat Kcputusan Mcntcri 
Kesehatan RI Nomor : 640/Menkes/SKIVI/1995 tanggal 22 Juni 1995 
tentang Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang :Milik/Kekayaan 
Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI dinyatakan tidak 
berlakulagi. 

Pasal4 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, denr.an ketentuan 
apabila dikernudian hati temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, 
akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya. 

Dr. ACHMAD SUJUDI {t, 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 
1. Badan Pemeriksa Keuangan; 
2. lvfenteri Keuangan Republik Indonesia; 
3. Sekretaris Jenderal Depart.ernen Kesehatan RI; 
4. Inspektlll' Jenderal Departemen Kesehatan RI; 
5. Para Dircktur Jcndcral di Lingkungan Dcparterncn Kesehatan RI; 
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes RI; 
7. Kepala Badan Pengembangan danPemberdayaan SDMKesehatan Depkes RI; 
8. Para Kepala Pusat di Lingkungan Departemen Kesehatan Rl; 
9 .. Para Kepala Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Depkes RI; 
10. Arsip. 
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